
BUPATI KUDUS 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUDUS, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah 
yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, 
efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan 
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk 
masyarakat, telah diundangkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 

49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 

b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus 
Disease 2019 (Covid-19), pemerintah daerah perlu melakukan 
penyesuaian pendapatan dan belanja daerah berdasarkan 
penyesuaian target pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa; 
c. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan 

Menimbang 

Nomor 119/2813/SJ Menteri Keuangan 

177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran 
Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta 
Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional 
pada Diktum KEENAM mengamanatkan bahwa penyesuaian 
target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah 
dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
Peraturan Kepala Daerah 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan 
pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Dacrah 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2020; 

Nomor 

2020 dalam Rangka 

tentang Penjabaran Anggaran 
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf 

a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kudus 

Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

rah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Mengingat 

Daerah-Da 
Tengah; 

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4755); 

1995 tentang Cukai 

3. Tahun 1999 tentang Undang-Undang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

Nomor 28 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
rencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2004 tentang Sistem 

2004 Nomor 104, Tambahan 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679) 
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan 
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 43); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Penyusunan Rencana 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

Pembangunan Nasional (Lembaran 

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201l tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 

2019 tentang 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6321); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

in 2014 



-5 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas kepada 

Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 
dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga 
Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6348) 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

Republik 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 
Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6173); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6178); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan 
Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349); 

32. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

Perekonomian Nasional 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahaan 
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33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 81); 

34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan (Lembaran Perundang-undangan 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/ Jasa Pemerintah Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

Republik 

36. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 210); 

37. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 ntang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

220); 
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1560); 

Bantuan Sosial yang 

40. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentangStandar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam PenyelengggaraanProgram Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 1601); 
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41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun atau 

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 899), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 677); 
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman 

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377); 

43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.07/2020 tentang 
Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 

Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi 
Corona Virus Disease 2019 (CVID-19 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 379); 

44. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 
2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 335), 
sebagaimana 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan 
Operasional Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1068); 

telah diubah dengan Peraturan Menteri 

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 

Pengelompokan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Dana Operasional 

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 46); 

48. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2020 tentang 
Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 
Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam 

Rangka Penanggulangan Corona Vinus Disease 2019 (Covid-19) 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250); 
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49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang 

Percepatan Penanganan Corona Virus 

Lingkungan Pemerintah 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

Disease 2019 di 

Daerah (Berita Negara Republik 

50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 17); 
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2019 Nomor 5); 

54. Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 

26); 
55. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran 
Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12); 

Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Memperhatikan 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan 
Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 Tanggal 9 
April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 
dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan 
Perekonomian Nasional; 

2. Keputusan 

HK.01.07/Menkes/278/2020 tentang Pemberian Insentif dan 
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Menteri Kesehatan Nomor 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
PBRATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 49 TAHUN 2019 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 
2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 
Kudus Tahun 2019 Nomor 49) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 12 Tahun 2020 
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 
Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 

Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 
terdiri atas 
1. Pendapatan Daerah: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 
Rp 271.990.077.000,00 
Rp1.215.841.788.000,00 

c. Lain-lain Pendapatan 

Daerah yang Sah Rp 396.838.714.000,00 
Jumlah Pendapatan Rp1.884.670.579.000,00 

2. Belanja: 

a. Belanja Tidak Langsung 
1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Bunga 

Rp 873.448.641.000,00 
Rp 0,00 3) Belanja Subsidi 

4) Belanja Hibah 
5) Belanja Bantuan Sosial 
6) Belanja Bagi Hasil 
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 244.552.538.000,00 8) Belanja Tidak Terduga 

Rp 0,00 
Rp 41.989.734.000,00 
Rp 8.488.016.000,00 
Rp 12.370.875.000,00 

Rp 150.380.638.000,00 

Rp1.331.230.442.000,00 b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 
2) Belanja Barang dan Jasa 
3) Belanja Modal 

Rp 142.067.064.000,00 
Rp 359.713.992.000,00 
Rp 179.519.298.000,00 

Rp 681.300.354.000,00 
Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) Rp2.012.530.796.000,00 
Rp (127.860.217.000,00) 
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3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 127.860.217.000,00 

b. Pengeluaran Rp 0,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp 127.860.2 17.000,00 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

tahun berkenaan Rp 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 2 

Belanja Penjabaran Anggaran Pendapatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut pada 
Lampiran Peraturan Bupati ini. 

dan Daerah 

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Tetah ditelü atas kebenarannya Ditetapkan di Kudus, 

pada tanggal 18 vei 2020. Jabatan Paraf 
DA 

Plt.BUPATI KUDUJS 
TEN SEKDA WAKIL BUPATI, 

AA DINAS/BADAN 

KEPALA 
EAGIAN/IKANTOR/BIDANG 

HARTOPO 
BAGIAN HUKUM 

Diundangkan di Kudus, 
pada tanggal 18 ei 2020. 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, 

SAM ANI INTAKORIS 
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 24. 
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